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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN 

PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun 
Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan 
Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), UU 7 Tahun 1983 (LN 
Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 36 
Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893), PP 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 161, TLN 
No. 5183), Keppres 56/P Tahun 2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan. Surplus Bank Indonesia yang 
merupakan objek Pajak Penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit 
setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang PPh dengan 
memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Laporan keuangan audit merupakan hasil audit yang 
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-
Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia, dilakukan atas pengakuan 
keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing, penyisihan aktiva, dan penyusutan aktiva 
tetap. Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing, diakui berdasarkan sistem pembukuan 
yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Pedoman Akuntansi Keuangan Bank 
Indonesia. Penyesuaian atau koreksi fiskal yang terkait dengan surplus Bank Indonesia yang tidak 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang 
Pajak Penghasilan yang berlaku secara umum. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang 
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan, paling lambat pada batas akhir 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang KUP beserta peraturan pelaksanaanya. 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 11 Juli 

2011. 

    

 


